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BAB III 

LOKASI PENELITIAN 

A. Selayang Pandang Kota Tanjung Balai 

Tanjung Balai merupakan salah satu Kota Madya yang berada di Provinsi 

Sumatera Utara. Dalam perkembangan kota ini sangat berkaitan dengan kehadiran 

Kesultanan Asahan, sekitar pertengahan abad ke-18, kemudian kerajaan ini 

dianeksasi oleh pemerintah Hindia Belanda, menjadi suatu gemeente berdasarkan 

Besluit Governeur General tanggal 27 Juni 1917 dengan Stbl. no. 284/1917, sebagai 

akibat dibukanya perkebunan-perkebunan di daerah Sumatra Timur, termasuk daerah 

Asahan, seperti H.A.P.M., SIPEF, London Sumatera (Lonsum), dan lain-lain. Kota 

Tanjungbalai menjadi kota pelabuhan dan pintu masuk ke daerah Asahan yang 

penting artinya bagi lalu-lintas perdagangan Hindia Belanda. Pada 

waktu Gementee Tanjung Balai didirikan tahun 1917, luas wilayah Kota Tanjung 

Balai hanya 106 Ha. Atas persetujuan Bupati Asahan melalui Maklumat Nomor 260 

tanggal 11 Januari 1958, daerah-daerah yang dikeluarkan (menurut Stbl. 1917 

Nomor 641) dikembalikan pada batas semula, sehingga luasnya menjadi ± 190-200 

Ha (±2 km²). Berdasarkan Sensus penduduk tahun 1980, dengan luas wilayah 2 km² 

dan jumlah penduduk ± 40.000 jiwa (kepadatan penduduk ± 20.000 jiwa per km²), 

menjadikan Kota Tanjung Balai sebagai Kota terpadat di Asia Tenggara saat itu
68

. 

Sebagai salah satu kotamadya di Indonesia, Tanjung Balai memiliki visi dan 

misi sebagai berikut: 

                                                             

 

68
 https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Tanjung Balai, (diakses pada: 22 September 2023)  

https://id.wikipedia.org/wiki/Asia_Tenggara
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Tanjung%20Balai
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Sebagai kota yang memiliki sistem pemerintahan kota, kehadiran visi dan 

misi menjadi tujuan dari sistem pemerintahan itu sendiri. Dalam hal ini, Kota 

Tanjung Balai memiliki Visi dan Misi berupa: 

1. Visi: Mewujudkan Kota Tanjungbalai yang berprestasi, religius, sejahtera, 

indah dan harmonis.  

2. Misi:  

a. Melaksanakan tata kelola Pemerintahan yang baik untuk mencapai prestasi di 

berbagai bidang pembangunan dengan mengedepankan pelayanan prima 

yang berorientasi pada pelayanan publik.  

b. Membina dan memajukan kehidupan ummat beragama menuju masyarakat 

yang religius dan berakhlak mulia.  

c. Meningkatkan perekonomian daerah berbasis potensi unggulan dalam rangka 

mendorong kemandirian menuju masyarakat maju dan sejahtera.  

d. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui pembangunan 

pendidikan yang berkualitas berbasis IPTEK dan peningkatan derajat 

kesehatan masyarakat.  

e. Mewujudkan penataan kota yang bersih, indah dan rapi dengan dukungan 

infrastruktur yang baik.  

f. Membina kehidupan sosial politik masyarakat dalam rangka mewujudkan 

kehidupan masyarakat yang demokratis dan harmonis dalam keaneka 

ragaman suku dan agama yang berpegang pada adat dan budaya.  

g. Mewujudkan pemberdayaan masyarakat dan tatanan khidupan sosial 

masyarakat melalui peran keluarga. 
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Kota Tanjung Balai menempati area seluas 6.052 Ha yang terdiri dari 6 

Kecamatan dan 31 Kelurahan Definitif. Keenam Kecamatan tersebut adalah 

Kecamatan Datuk Bandar, Datuk Bandar Timur, Tanjungbalai Selatan, Tanjung 

Balai Utara, Sei Tualang Raso dan Teluk Nibung. Kecamatan terluas adalah 

Kecamatan Datuk Bandar dengan luas wilayah 2.249 Ha atau sekitar 37,16 persen 

dari luas Kota Tanjungbalai. Kecamatan terkecil adalah Kecamatan Tanjung Balai 

Utara dengan luas 84 Ha atau sekitar 1,39 persen dari luas Kota Tanjungbalai. Area 

Kota Tanjung Balai di sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Tanjungbalai-

Kabupaten Asahan, di sebelah Selatan dan Barat berbatasan dengan Kecamatan 

Simpang Empat- Kabupaten Asahan, dan di Sebelah Timur berbatasan dengan 

Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan. Secara geografis Kota Tanjung Balai 

berada pada 2
0
58’00” Lintang Utara, 99

0
48’00” Bujur Timur dan 0-3 m dari 

permukaan laut. 

Sejak kemerdekaan Republik Indonesia, keberadaan Kota Tanjung Balai 

sebagai daerah otonom ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Darurat 

Tahun 1956 (LN Tahun 1956 Nomor 60, TLN Nomor 1092) tentang Pembentukan 

Daerah Otonom Kota – Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera 

Utara, nama Gementee Tanjung Balai diganti dengan Kota Kecil Tanjung Balai. 

Berdasarkan Surat Mendagri Nomor U.P.15/2/3 tanggal 18 September 1956, jabatan 

Walikota Tanjung Balai terpisah dari Bupati Asahan. Selanjutnya dengan Undang – 

Undang Nomor 1 Tahun 1957, nama Kota Kecil Tanjung Balai diganti menjadi 

Kotapraja Tanjung Balai. Selanjutnya dengan terbitnya PP Nomor. 11 Tahun 1984 

(LN Tahun 1984 Nomor 12) tanggal 29 Maret 1984, maka oleh Gubernur Sumatera 

Utara atas nama Mendagri, pada tanggal 5 Januari 1985 telah meresmikan 
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terbentuknya 2 (dua) Kecamatan di Kotamadya Dati II Tanjung Balai, yaitu 

Kecamatan Tanjung Balai Selatan dan Kecamatan Tanjung Balai Utara. Kemudian 

berdasarkan PP Nomor 20 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah 

Kotamadya Dati II Tanjung Balai dengan Kabupaten Dati II Asahan, serta 

Inmendagri Nomor 22 Tahun 1987 tentang Pelaksanaan PP Nomor 20 tahun 1987, 

maka luas wilayah Kota Tanjung Balai berubah menjadi 6.052 Ha dengan 5 

Kecamatan 11 Kelurahan dan 19 Desa. Berdasarkan Perda Nomor 23 Tahun 2001 

tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan di Wilayah Kota Tanjung Balai, 

19 Desa tersebut telah diubah statusnya menjadi Kelurahan. Semenjak itulah di Kota 

Tanjung Balai terdapat 5 Kecamatan dengan 30 Kelurahan. Kemudian berdasarkan 

Peraturan Daerah Kota Tanjung Balai Nomor 4 tahun 2005 telah ditetapkan 

pembentukan Kecamatan Datuk Bandar Timur sebagai hasil pemekaran 

kecamatan Datuk Bandar. Selanjutnya berdasarkan Perda Kota Tanjung Balai Nomor 

3 Tahun 2006 telah ditetapkan pembentukan Kelurahan Pantai Johor di 

kecamatan Datuk Bandar. Dengan demikian sampai saat ini, Kota Tanjung Balai 

terdiri dari 6 kecamatan dan 31 kelurahan.
69

 

Sebagai salah satu kota Madya yang berada di pulau Sumatera, kota Tanjung 

Balai memiliki enam kecamatan dengan luas wilayah yang dikemukakan oleh Badan 

Pusat Statistik Kota Tanjung Balai sebagai berikut: 

Tabel 1. Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Tanjung Balai 

 

No  Kecamatan  Luas Area (ha) Rasio Terhadap Total 

1. Datulk Bandar  2.249 37.16 

                                                             

 

69
 Ibid., 

https://id.wikipedia.org/wiki/Datuk_Bandar_Timur,_Tanjungbalai
https://id.wikipedia.org/wiki/Datuk_Bandar,_Tanjungbalai
https://id.wikipedia.org/wiki/Pantai_Johor,_Datuk_Bandar,_Tanjung_Balai
https://id.wikipedia.org/wiki/Datuk_Bandar,_Tanjungbalai
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2. Datulk Bandar Tilmulr  1.457 24.07 

3. Tanjulng Balai l Se llatan  198 3.27 

4. Tanjulng Balai l Ultara  1.39 1.39 

5. Se li l Tulalang Raso  809 13.37 

6. Tellulk Ni lbulng  1.255 20.74 

Tanjung Balai 6.052 100 

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Tanjung Balai 

Dalam hal popullasi l dan kelse lkulan, Kota Tanjulng Balai l telrmasu lk kota Madya 

yang padat pelndu ldulk de lngan he lte lroge lni lsme l sulkul. Hal i lnil te lrlilhat pada data BPS 

kota Tanjulng Balai l yang me lnge lmu lkan tabe ll selbagai l be lrilkult:  

Tabel 2. Jumlah Penduduk Kota Tanjung Balai 

 

No  Laki-laki  Perempuan 

1. 90.583 ji lwa 88.452 ji lwa 

Sumber:  Badan Pusat Statistik Kota Tanjung Balai 

 

Pada selnsu ls Pe lnduldulk 2020, ju lmlah pelndu ldulk Kota Tanjulngbalai l belrjulmlah 

179.035 jilwa yang te lrdi lri l atas 90.583 jilwa prila dan 88.452jilwa pelre lmpulan. 

Pe lnduldulk Ke lcamatan telrbanyak be lrada di l Ke lcamatan Tellulk Nilbulng de lngan ju lmlah 

pe lnduldulk 41.483 jilwa se ldangkan yang te lre lndah belrada dil Ke lcamatan Tanjulng Balai l 

Ultara Delngan ju lmlah pelnduldulk 17.930 jilwa. 

Tabel 3. Suku Bangsa Kota Tanjung Balai 

 

No  Suku Bangsa  Rasio terhadap Total (%) 

1. Batak  42,56% 

2. Jawa  17,06% 

3. Me llayul  15,41%, 
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4. Tilonghoa  7,50%, 

5. Mi lnang  3,58%, 

6. Ace lh  1,11%, 

7. Lai lnnya  12,78%. 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Tanjung Balai  

He lte lroge lni lsme l te lrse lbult julga te lrli lhat daril be lragam agama yang di lanult olelh 

masyarakat dil Kota Tanjulng Balai l. Hal i lni l telrli lhat dalam table l data yang 

di lkelmulkakan olelh Badan Pu lsat Statilsti lk Kota Tanju lng Balail yang be lrulpa: 

Tabel 4, Agama Masyarakat Kota Tanjung Balai 

No  Agama  Rasio Terhadap Total 

1. Ilslam 84,66% 

2. Kri lste ln 9,00% 

3. Buldha  6,30%, 

4. Hi lndul 0,03% 

5. Lai lnnya  0,01% 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Tanjung Balai 

 

B. Bawaslu Kota Tanjung Balai dan Tanggung Jawabnya 

Se lbagai l badan yang me lngawasi l pe lrjalanan pelmillilhan u lmulm, pe lranan 

Bawaslu l culkulp be lsar dalam su lkse lsi l pe lmillul i ltul se lndi lril. Sarwoto me lmbelri lkan delfi lni lsi l 

telntang pe lngawasan yai ltul se lbagai l ke lgi latan manajelr yang me lngulsahakan agar 

pe lkelrjaan-pe lkelrjaan telrlaksana selsulai l de lngan re lncana yang di lte ltapkan dan ataul hasi ll 

yang di lke lhelndaki l.
70

 Soe lkarno melmbe lrilkan de lfelni lsi l pelngawasan be lrulpa prose ls yang 

melne lntulkan telntang apa yang haru ls di lke lrjakan, agar apa yang haru ls di lke lrjakan, agar 

                                                             

 

70
 Victor M. Situmora lng daln Jusuf Juhir, A lspelk Hukum da ln Pelngalwalsa ln Mellelkalt  (Jalkalrtal: 

PT Rinelkal Ciptal, 1994), h. 19. 
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apa yang di lse lle lnggarakan se ljalan delngan re lncana. 
71

 Dapat di lsi lmpullkan bahwa 

pe lngawasan di ladakan delngan maksu ld:  

1. Me lnge ltahu li l jalannya pe lke lrjaan, apakah lancar ataul ti ldak;  

2. Me lmpelrbai lkil ke lsalahan-ke lsalahan yang di lbulat ole lh pe lgawai l dan 

melngadakan pe lncelgahan agar ti ldak telrullang ke lmbalil kelsalahankelsalahan 

yang sama, ataul tilmbullnya ke lsalahan yang baru l;  

3. Me lnge ltahu li l apakah pelnggu lnaan bu ldge lt yang te llah dilteltapkan dalam relncana 

telrarah kelpada sasarannya dan se lsulai l de lngan yang te llah di lrelncanakan;  

4. Me lnge ltahu li l pellaksanaan kelrja selsulail de lngan program (fase l ti lngkat 

pe llaksanaan) selpe lrtil yang te llah diltelntulkan dalam plannilng atau l tildak;  

5. Me lnge ltahu li l hasi ll pelke lrjaan dilbandilngkan de lngan yang te llah dilteltapkan 

dalam plannilng, be lrulpa standar pelkelrjaan. 

Namuln pelngawasan, bu lkanlah su latul ulsaha ulntulk me lncaril ke lsalahan dan 

ulsaha yang ne lgati lf, te ltapil pe lngawasan haru ls melmpulnyai l ulnsulr-ulnsulr posi lti lf atau l 

melmbi lna (konstrulkti lf), yai ltul ulsaha u lntulk melnjaga ataul me lncelgah te lrjadilnya 

pe llanggaran ataul telrjadilnya ke lsalahan, pe lnyi lmpangan, dan kelti ldakselsulai lan. Fulngsi l 

pe lngawasan ju lga u lntulk melnghi lndari l telrjadilnya pe lnye lle lwe lngan dan lailnnya yang 

tildak se lsulai l delngan tu lgas dan we lwe lnang yang te llah diltelntulkan. 

Badan Pe lngawas Pe lmi llul ataul dilse lbult julga de lngan Bawaslu l melnjadil badan 

teltap melnulrult Ulndang-ulndang Nomor 7 Tahuln 2017 Te lntang Pe lmilli lhan Ulmulm, 

maka daril iltul relalilsasi l pe lnyamaan kelse ltaraan keldu ldulkan yulri ldi ls ke llelmbagaan telrkai lt 

de lngan ke llelmbagaan KPUl di l ti lngkat Kabu lpateln/Kota, maka Bawaslul di lbulat delngan 

                                                             

 

71
 Ibid., 
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be lntulk badan teltap, dalam sulsulnan pe lnye lle lnggara pe lngawas di l ti lngkat 

Kabu lpate ln/Kota, agar pe llaksanaan pelsta de lmokrasil konsti ltulsi lonal dapat belrjalan 

bailk, be lnar dan belrilnte lgri ltas se lsulai l pelrulndang-ulndangan yang be lrlakul. Dalam 

pe lrjalanan belrilku ltnya, Ulndang-ulndang Nomor 7 Tahuln 2017 me lni lngkatkan statu ls 

panilti la pelngawas pe lmi llul Kabulpate ln/Kota melnjadil pe lrmaneln. Pasal 89 ayat (2) 

Ulndang-ulndang Nomor 7 Tahu ln 2017 melnyatakan bahwa Bawaslu l te lrdilri l atas 

Bawaslu l, Bawaslu l provi lnsi l, dan Bawaslu l Kabu lpate ln/Kota. Di l bawahnya ada 

Panwaslu l kelcamatan, Panwaslul Ke llulrahan/De lsa, Panwaslu l LN (lu lar ne lge lri l), dan 

Pangawas TPS. Dalam u lndang-ulndang i lni l di ltelgaskan pada U lndang-Ulndang Nomor 

7 Tahuln 2017 telntang Pe lmi llilhan Ulmulm, pasal 89 ayat (4), Bahwa “Bawaslu l, 

Bawaslu l Provi lnsi l, dan Bawaslu l Kabulpateln/Kota be lrsi lfat teltap”. Sellanjultnya ju lga 

pada Pelratulran Bawaslu l No 19 tahu ln 2017 pasal 3 ayat (1) “Bawaslu l Provi lnsi l dan 

Bawaslu l Kabulpate ln/Kota belrsi lfat teltap” 

Dalam kelduldulkan dil Kabu lpateln/Kota, tu lgas, ke lwe lnangan, se lrta kelwaji lban 

Bawaslu l se lbagai l be lri lkult: 

1. Tulgas Bawaslu l Kabulpateln/Kota (Pasal 101 U lUl No. 7 Tahu ln 2017)  

a. Me llakulkan pe lncelgahan dan pe lnilndakan dil wi llayah Kabu lpateln/Kota 

telrhadap: pe llanggaran Pe lmi llul; dan se lngke lta prosels Pe lmi llul.  

b. Me lngawasi l pe llaksanaan tahapan Pe lnye lle lnggaraan Pe lmillul wi llayah 

Kabulpate ln/Kota, yang te lrdi lril atas:  

1) Pe lmultakhilran data pelmilli lh, pelneltapan daftar pelmilli lh selmelntara dan 

daftar pelmillilh te ltap  

2) Pe lncalonan yang be lrkai ltan delngan pe lrsyaratan dan tata cara pe lncalonan 

anggota DPRD Kabu lpate ln/Kota;  
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3) Pe lne ltapan calon anggota DPRD Kabu lpate ln/Kota;  

4) Pe llaksanaan kampanye l dan dana kampanye l  

5) Pe lngadaan logi lsti lk pe lmillul dan pelndilstri lbulsi lannya;  

6) Pe llaksanaan pelmulngultan su lara dan pelnghi ltulngan sulara hasi ll pe lmillul;  

7) Pe lngawasan se llulrulh prose ls pe lnghi ltulngan su lara dil wi llayah ke lrjanya;  

8) Pe lrge lrakan su lrat su lara, belrilta acara pelnghi ltulngan sulara, dan se lrtilfi lkat 

hasi ll pelnghi ltulngan sulara dari l tilngkat TPS sampail ke l PPK;  

9) Prose ls re lkapiltullasil sulara yang di llakulkan olelh KPUl Kabu lpateln/Kota dari l 

se llulrulh Ke lcamatan;  

10) Pe llaksanaan pelnghi ltulngan dan pe lmulngu ltan sulara u llang, pe lmillul lanjultan, 

dan pelmi llul sulsullan;  

11) Prose ls pe lne ltapan hasill pelmillul anggota DPRD Kabu lpateln/Kota. 

c. Me lncelgah te lrjadilnya prakti lk poliltilk ulang di l wi llayah Kabu lpateln/Kota  

d. Me lngawasi l ne ltraliltas se lmula pilhak yang di llarang ilkult se lrta dalam kelgi latan 

kampanye l se lbagai lmana dilatulr dalam Ulndang-Ulndang i lni l 

e. Me lngawasi l pe llaksanaan pu ltulsan ke lpultulsan di l wi llayah kabu lpateln/kota, yang 

telrdi lri l atas:  

1) Pultulsan DKPP  

2) Pultulsan pe lngadi llan melnge lnail pe llanggaran dan se lngke lta Pe lmillul  

3) Pultulsan/ke lpultulsan Bawaslu l, Bawaslu l Provi lnsi l, dan Bawaslu l 

Kabulpate ln/Kota  

4) Ke lpultu lsan KPUl, KPUl Provi lnsi l, dan KPUl Kabulpate ln/Kota;  
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5) Ke lpultu lsan pe ljabat yang be lrwe lnang atas pe llanggaran neltraliltas selmu la 

pi lhak yang di llarang i lku lt se lrta dalam ke lgi latan kampanye l se lbagai lmana 

di latulr di l dalam Ulndang-Ulndang i lni l;  

f. Me lnge llola, melmellilhara, dan melrawat arsilp se lrta mellaksanakan 

pe lnyulsultannya be lrdasarkan jadwal relte lnsi l arsi lp se lsulail de lngan ke lte lntulan 

Pe lratulran Pe lrulndang-ulndangan 

g. Me lngawasi l pe llaksanaan sosi lalilsasi l pe lnye lle lnggaraan pe lmillul di l wi llayah 

Kabulpate ln/Kota  

h. Me lnge lvalu lasi l pelngawasan pe lmi llul di l wi llayah Kabu lpate ln/Kota 

i. Me llaksanakan tulgas lai ln se lsulai l de lngan ke ltelntulan Pe lratulran Pe lrulndang- 

ulndangan 

2. Ke lwe lnangan Bawaslu l Kabu lpate ln/Kota (Pasal 103 U lUl No. 7 Tahu ln 2017): 

a. Me lne lrilma dan melnilndaklanjultil laporan yang be lrkai ltan delngan dulgaan 

pe llanggaran te lrhadap pellaksanaan Pe lratulran Pe lrulndang-ulndangan yang 

melngatu lr me lnge lnai l Pe lmillul; 

b. Me lmelri lksa dan melngkaji l pe llanggaran Pe lmillul di l wi llayah kabu lpateln/kota 

se lrta melre lkomelndasilkan hasi ll pe lmelri lksaan dan pe lngkaji lannya ke lpada pi lhak-

pi lhak yang di latulr dalam Ulndang-Ulndang i lnil; 

c. Me lne lrilma, melmelri lksa, melmeldi lasil atau l melngadju ldi lkasi l, dan melmultuls 

pe lnye lle lsailan se lngke lta prose ls Pe lmillul di l wi llayah Kabu lpateln/Kota; 

d. Me lre lkomelndasi lkan kelpada ilnstansil yang be lrsangkultan melnge lnai l hasill 

pe lngawasan di l wi llayah Kabu lpate ln/Kota te lrhadap neltraliltas se lmula pilhak 

yang di llarang ilkult selrta dalam kelgi latan kampanye l se lbagai lmana dilatulr dalam 

Ulndang-Ulndang i lni l; 
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e. Me lngambi ll alilh se lmelntara tulgas, we lwe lnang, dan kelwajilban Panwaslu l 

Ke lcamatan seltellah melndapatkan pelrtilmbangan Bawaslu l Provi lnsi l apabi lla 

Panwaslu l Ke lcamatan belrhalangan se lme lntara akilbat dilke lnail sanksi l ataul 

akilbat lailnnya se lsulai l delngan ke lte lntulan pelratulran pe lrulndang-ulndangan;  

f. Me lmilnta bahan keltelrangan yang di lbultulhkan kelpada pi lhak telrkailt dalam 

rangka pe lnce lgahan dan pe lni lndakan pellanggaran Pe lmi llul dan se lngke lta prose ls 

Pe lmillul di l wi llayah Kabu lpate ln/Kota;  

g. Me lmbelntu lk Panwaslu l Ke lcamatan dan melngangkat se lrta melmbe lrhelnti lkan 

anggota Panwaslu l Ke lcamatan delngan melmpe lrhatilkan masu lkan Bawaslu l 

Provi lnsi l;  

h. Me llaksanakan welwe lnang lai ln se lsulail de lngan ke ltelntulan Pe lratulran Pelrulndang- 

ulndangan. 

Pe lri lhal kelbe lradaan Bawaslu l Kota Tanjulng Balail, belralamatkan dil Jl. H. M 

Nulr No. 17, Pahang, Ke lc. Datu lk Bandar Kota Tanju lng Balai l di lgawangi l ole lh De ldy 

He lndrawan, S.H, M. H, dan be lri lkult ulrailan profi ll pilmpi lnan Bawaslu l Kota Tanju lng 

Balai l: 

1. Ke ltula Bawaslu l Kota Tanjulng Balai l  

Nama De ldy He lndrawan, S. H, M. H 

Jelni ls Ke llami ln Laki l-laki l 

Pe lndi ldilkan Telrakhi lr Strata IlIl UlMSUl 

Jabatan Koordi lv Pe lnangan Pe llanggaran dan Pelnye llelsai lan Se lngke lta 

2. Anggota Komi lsi lone lr Bawaslu l Kota Tanjulng Balai l 
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Nama Ilrwanasti l, S.E l 

Jelni ls Ke llami ln Laki l-laki l 

Pe lndi ldilkan Telrakhi lr Strata Il Ulni lve lrsi ltas Ne lge lri l Asahan 

Jabatan Koordi lv Su lmbe lr Daya Manu lsi la dan Dilklat 

 

Nama Mulsli ladil Nasulti lon SPd. Il 

Jelni ls Ke llami ln Laki l-laki l 

Pe lndi ldilkan Telrakhi lr Strata Il IlAIlN SUl 

Jabatan Koordi lv Hu lkulm Pe lncelgahan, Parti lsi lpasil Masyarakat dan 

Hulmas 

 

Nama Ilndah Sari l Lulbi ls, S.E l, M.M 

Jelni ls Ke llami ln Pe lre lmpulan 

Pe lndi ldilkan Telrakhi lr Strata IlIl UlMSUl 

Jabatan Koord Se lkre ltarilat Bawaslu l Kota Tanjulng Balai l 

 

Ke lse llulrulhan komilsi lone lr Bawaslu l Kota Tanjulng Balai l tellah mellelwati l prosels 

yang di latulr olelh u lndang-ulndang. Dalam hal ilni l syarat me lnjadil komi lsi lonelr Bawaslu l 

di l atulr olelh Pe lratu lran Bawaslu l No. 19 Tahuln 2017 pasal 7 yang me lli lpultil:  

1. Warga ne lgara Ilndone lsi la; 

2. Pada saat pelndaftaran belrulsi la palilng re lndah 35 tahuln ulntu lk calon anggota 

bawaslu l provi lnsi l, be lrulsi la palilng re lndah 30 (tilga pu llulh) tahu ln ulntulk calon 

anggota bawaslu l kabulpateln/kota, dan be lrulsi la palilng re lndah 25 (du la pullu lh 
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lilma) tahuln ulntulk calon anggota panwaslu l ke lcamatan, panwaslu l 

ke llulrahan/de lsa, dan pelngawas TPS; 

3. Se ltila kelpada pancasilla selbagai l dasar ne lgara, ulndangulndang dasar nelgara 

re lpulblilk i lndonelsi la tahuln 1945, Ne lgara Ke lsatu lan Relpu lbli lk Ilndone lsi la, 

Bhi lnne lka Tu lnggal Ilka, dan Ci lta-Ci lta Proklamasil 17 Agulstu ls 1945;  

4. Apabi lla telrpi llilh be lrse ldi la melngulndulrkan di lril dari l organi lsasi l ke lmasyarakatan 

yang be lrbadan hu lkulm ataul tildak; 

5. Tildak pelrnah di lpildana pelnjara belrdasarkan pultulsan pe lngadi llan yang 

melmpe lrolelh kelkulatan hulkulm teltap karelna mellakulkan tilndak pildana yang 

di lancam pildana 5 (lilma) tahuln ataul lelbi lh; 

6. Me lmpulnyai l i lntelgri ltas, be lrkelpri lbadilan yang ku lat, ju ljulr, dan adill;  

7. Me lmilli lkil ke lmampulan dan kelahlilan yang belrkai ltan delngan pe lnye lle lnggaraan 

pe lmillul, keltatanelgaraan, kelpartailan, dan pe lngawasan pe lmillul; 

8. Be lrdomi lsi llil di l wi llayah provi lnsi l yang be lrsangku ltan u lntulk anggota Bawaslu l 

Provi lnsi l ataul di l wi llayah Kabu lpateln/Kota yang be lrsangkultan u lntulk anggota 

Bawaslu l Kabu lpate ln/Kota yang di lbulkti lkan de lngan Kartu l Tanda Pelnduldulk. 

9. Tellah melngu lndulrkan di lril daril partail polilti lk seldi lki ltnya 5 tahu ln pada saat 

melndaftar. 10) Mampul se lcara jasmanil, rohanil, dan belbas dari l 

pe lnyalahgu lnaan narkotilka; 

10. Me lngulndulrkan di lri l daril jabatan poliltilk, jabatan dil pe lmelri lntahan, dan/ataul di l 

badan ulsaha milli lk nelgara/badan u lsaha milli lk daelrah pada saat melndaftar; 

11. Be lrse ldi la be lkelrja pelnulh waktu l yang di lbulktilkan de lngan su lrat pelrnyataan;  

12. Be lrpe lndi ldi lkan palilng re lndah strata 1 (S-1) ulntulk calon anggota bawaslu l 

provi lnsi l se lrta be lrpelndi ldi lkan palilng re lndah se lkolah melne lngah atas atau l 
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se lde lrajat ulntulk calon anggota Bawaslu l Kabu lpate ln/Kota, anggota Panwaslu l 

Ke lcamatan, Panwaslul Ke llu lrahan/De lsa, dan pe lngawas TPS; 

13. Be lrse ldi la melngulndulrkan di lri l daril jabatan poliltilk, jabatan pelme lrilntahan, 

dan/ataul badan u lsaha milli lk ne lgara/badan u lsaha mi llilk dae lrah sellama masa 

ke langgotaan apabilla telrpilli lh; dan  

14. Tildak be lrada dalam ilkatan pelrkawilnan de lngan se lsama pelnye lle lnggara 

pe lmillul. 

Se lbagai l be lntulk pelngawasan te lrhadap ke lbelrlangsulngan pe lmi llilhan ulmu lm 

se lcara juljulr dan adill delngan me lni ladakan pe llanggaran yang di llarang u lndang-ulndang, 

telrultama dalam hal ge lrak lilar poliltilk ulang, maka Bawaslul melnjadil wasi lt ulntu lk 

telgaknya ni llail de lmokrasil. Dalam hal polilti lk ulang, Ti lndakan pildana poliltilk ulang 

se lbagai lmana yang te llah dil se lbultkan di l atas tildak hanya di lpe lrulntulkan kelpada 

pe lmbelri l ulang me llailnkan pelne lrilma ulang dalam pelmillul akan dil ke lnakan hulku lm 

pi ldana pelnjara belrdasarkan pada U lUl No 10 tahu ln 2016 Pasal 187a ayat 1 dan 2 “ 

Ayat 1 “se ltilap orang yang de lngan se lngaja mellakulkan pelrbulatan mellawan hulkulm 

melnjanjilkan ataul melmbe lrilkan u lang atau l matelri l lailnya se lbagai l ilmbalan kelpada 

warga ne lgara i lndone lsi la bailk se lcara langsu lng atau l ti ldak se lcara langsu lng ulntu lk 

melmpe lngarulhi l pelmi llilh agar tildak melnggulnakan hak pillilh de lngan cara telrtelntu l 

se lhi lngga sulara me lnjadil tildak sah, me lmilli lh calon telrtelntul se lbagai lmana yang 

di lmaksuld pasal 73 ayat 4 di l pi ldana delngan pi ldana pelnjara palilng si lngkat 36 (tilga 

pullulhelnam) bu llan maksilmal 72 (tuljulh pullulh dula) bu llan dan delnda palilng se ldi lki lt Rp. 

200.000.00 (du laratuls ju lta ru lpilah) dan palilng banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu l 

millyar ru lpi lah)”. Ayat 2 “pi ldana yang sama diltelrapkan kelpada pelmi llilh yang de lngan 
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se lngaja mellakulkan pelrbulatan mellawan hu lkulm melne lrilma pelmbelri lan ataul janji l 

se lbagai lmana yang di l maksuld pada ayat (1).” 

Me lnulrult B. He lrry Pri lyono, i lsti llah poliltilk u lang di lgulnakan se lti ldaknya pada 

dula ge ljala. Pelrtama, ilsti llah iltul me lnulnjulk ke lpada fakta telntang ke lkulatan ulang dalam 

pe lrelbultan kelkulasaan. Ke ldula, i lsti llah mone ly poli ltilk me lnulnjulk ge ljala pelmbulsulkan 

yang di lbawa ole lh ku lasa u lang dalam melne lntulkan prose ls pe lncalonan, kampanya, dan 

hasi ll pelmillul para anggota le lgi lslatilf ataulpuln pre lsi ldeln. Mone ly poli lti lk adalah 

pe lnggulnaan u lang u lntulk melndapatakan posi lsi l ataul pe lrolelhan dulkulngan dalam 

melncapail ke lkulasaan, dan ilni l bi lsa be lrulpa ulang ulntu lk khi ldmah ke lpada masyarakat, 

agar su latul saat akan melmilhak ke lpadanya ji lka ada pelngambi llan kelpultulsan 

(Di lre lktorat Julndelral Pelndi ldi lkan Ilslam), se lmelntara monely polilti lc melnulrult Afan 

Gaffar adalah tilndakan melmbagi l-bagi l ulang bai lk se lbagai l mi llilk partail ataul pri lbadi l 

ulntulk melmbelli l su lara.
72

  

Me lnulrult PP 151/2000, yang di lmaksu ld delngan poli ltilk ulang adalah pelmbe lrilan 

ulang ataul belntulk lailn, yang di llakulkan ole lh calon Ke lpala Daelrah ataul wakill kelpala 

daelrah ataul yang be lrkailtan delngan pasangan calon, ke lpada anggota DPRD de lngan 

maksu ld telrang-te lrangan dan ataul te lrsellulbulng ulntu lk me lmpelrolelh dulkulngan gu lna 

melme lnangkan pelmi llilhan Ke lpala Daelrah. 
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